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[bookmark: _Toc29650749]ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi suatu produk makanan tidaklah cukup hanya dengan dimasukannya upaya perlindungan tersebut dalam produk hukum (Undang-undang). Masih banyak faktor yang mempengaruhi serta diperlukan berbagai langkah atau tindakan dalam merealisasikan hak konsumen yang dirugikan, seperti pengawasan dan tindakan tegas pemerintah, konsistensi penegakan hukum oleh pengadilan, kewaspadaan dan kesadaran hukum, baik pihak produsen maupun konsumen sendiri akan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum dan upaya pemerintah terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas, Sejauhmana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Apa upaya penyelesaian hukum terhadap permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Pewarna Buatan Bukan Untuk Pangan) dalam kaitannya dengan Hak Atas Informasi Yang Jelas.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang menggunakan sumber data peraturan perUndang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli, kemudian dianalisis secara sistematis dan terarah untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
	Hasil penelitian menjelaskan Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas diatur dalam Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan hak konsumen atas kerugian yang dideritanya akibat mengonsumsi produk makanan yang mengandung zat berbahaya (pewarna buatan bukan untuk pangan) dalam kaitannya dengan hak atas informasi yang jelas yaitu dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Sanksi yang diterima oleh pelaku usaha jika memproduksi produk makanan yang mengandung zat berbahaya bisa dilakukan dipertanggungjawabkan secara Perdata, Pidana dan sanksi administratif.
__________________________________________________________________

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, informasi yang jelas.
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	Legal protection for the rights of consumers who are disadvantaged due to consuming a food product is not enough just to include these protective measures in legal products (the law). There are still many factors that influence and various steps or actions are needed in realizing the rights of consumers who are disadvantaged, such as government supervision and firm action, consistency of law enforcement by the court, vigilance and legal awareness, both producers and consumers themselves about their rights and obligations. This study discusses how the legal protection and government efforts of consumers of food products containing hazardous substances (artificial coloring is not for food) in relation to the right to clear information, How far is the responsibility of business actors for consumer losses due to consuming food products that contain dangerous substances (dyes not for food) in relation to the right to information that is clearly linked to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and what efforts to resolve the law regarding issues concerning Legal Protection of Consumers of Food Products Containing Hazardous Substances (Artificial Dyes Not For Food) in relation to the Right to Clear Information.
	The research method used is descriptive analytical that is describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law that concerns the problem under study. The method used is juridical normative method which is a method that focuses research on library data or secondary data with an approach through the principles of law and comparative law using data sources of legislation, legal theories and opinions of experts, then analyzed systematically and directed to draw conclusions from the problems discussed. Data collection techniques are attempted as much as possible the data obtained or collected regarding problems related to this research.
	The results of this study are the legal protection of consumers for food products that contain dangerous substances (artificial coloring not for food) in relation to the right to information clearly regulated in Article 4 letter (c) and Article 7 and Article 8 paragraph (1) of the Law Consumer Protection law. Settlement of problems related to the fulfillment of consumer rights over losses suffered due to consuming food products containing hazardous substances (artificial coloring not for food) in relation to the right to clear information that can be resolved through the court and outside the court. Sanctions received by business actors if producing food products that contain hazardous substances can be carried out in civil, criminal and administrative sanctions.
__________________________________________________________________
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